
BUPATI SUMBAWA BAR,5T

PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATJ

NOMOR
SUMBAWA BARAT

TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA BADAN
RUMAH SAKJT UMUMDAERAH

LAYANAN UMUMDAERAH PADA

ASY-SYIFA’ SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ERA

BUPATJ SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 91 ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Tentang Badan Layarıan Umum Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan

Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’

Sumbawa Barat.

b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat pada Humah Sakit yang menerapkan pola

pengeloIaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat

melakukan keria sama dengan pihW Izin.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarıa dimaksud

pada hurufa dan hurufb perlu menetapkan Peraturan Bupati

Sumbawa Barat tentang Tata Cara Ke a Sama BLUD pada

Rumah Sakit Umum Daerab Asy-Syifa’ Sumbaua Barat.

Mengingat : 1. Pasal IB ayat (6) Undang-Undarig Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1S4ö;

2. Undang-Undang Nomor 44 Taliun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2009 tahun 1ö3,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentan

Xabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa.

Tambalian lembar Negara Republili Jndonesia
4. Undang-Undang R

tentang Pemerint

fndonesia Tahun

Ne

(Lembaran Negara HepublikIndonesia Tahun

Republik led

beberapa katt,

2015 tentang

+ahun 2014

Republik

8

epublik Jndonesia Nomor

khan Daerah (Lembaran

2014 Nomor 244, TambahaF1
onesia NOmor 5587), seba

teralchir dengw ändan

Perubahan Kedua Atas
tentangPemerintahan

Jridonesia Tahun

a Republik Jndonesia

Nomor 5072);

g Pembentukan

Tenggara Barat

g-Undang Nomor9 Tahun
ndHflg-Undang Nomor 23

Daerah

201a Nomor

Nomor5679);

20O3Nomor 145,

Nomor 4340);

23 Tunn 2014

Negara Republik

LOmb£tran Negara

gaimana telah diubah

(WIT1b6fan Negara

68yT£tfTlbahan Lembwan



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum

RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

2005 tentang Pengelolaan Keuangafl

(Lembaran Negara Republik Indonesia

17 1,Tambahan Lembaran Negara Republik

Tambah

diubah dengan Peraturan Pemerintah connor

tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah
sènior Ü3

aadan i•y
Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor U Tàhun

7.

5340);

Pengelolaan Keuangan Daerah ( mbaran

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha
n

Republik lndonesia Nomor6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 202

PeratuTan Presiden Nomor lò Tahun 2O 18

Barang/Jasa PcmerilaI ah (Lembaran Negarà

Tahun 2021 Nomor’ 63);

9. Peratui'an Menteri Dalam Negeri NOmOr 79

20

74 Tmun

2012

Indonesia

Negara

mbaran

a telah

2012

umum-

Nonior

Not Or

zoig tentang

RepublÍk

Negara

1 Perubahan
AtàS

tentang PengadaW

Republik I donesia

Tahun 2018tentang

Badan Layanan Umu m Daerah (Berita

1 ndonesia TahU» coi8 Nomor121 3);

9. Peratui an Menteia Dalam Negeri Nomor

Pedoman Tel‹nis Pen p•elolaan I(euanga19

Negara Republik

77 Tahun2O2o tentang

Daerah (Berita Negara

Republil‹ Indonesia Tah Url2020 Nomor1 78

10.Peraturan Menteri lKeuangan Nomol’ 1 29

Pengelolaan Bad al LayananU mu m.

M ENIU'FUS 1ïAN:

PERATURAN BU PATI TENTANG T.\T.à

LAYANAN UMUM DAERAII PAD \ RU

ASY-SYïFA’ SU MBAWA DARAT.

BAB 1

I(ETENTUAN U M U NI

PasalI

1);

tahun 2020 Tentang

Dalam Peraturan Bu pati iniyang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bupati adalah Bupati Sumbavva Barat.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan dayanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’

Sumbawa Barat.

6. Direktur adalah Direktur RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.

7. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola RSUD Sumbawa

Barat yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola

Keuangan dan Pejabat Teknis.

Dipi nda i de nga n Ca mscanner



(U

Peraturan Bupati turdimaksudkan mbagai

*> r»m keijasama BLUD RSUDdengan Jfihak 1am•

(2) Peraturan Bupati inibertujuan untukmeu&t

efisiensi, efektifitas, ekonomis, frank.

keadilan dan kerjasama saling m

peneelenggaraan kerjasama BLUD RSUD.

B.AB IO

PRJ S!P KERJ.IS.YOU

Pasal3

Kerjasama sebag m.a etta.ksud pada arai t U. f11 <

öerdasarkan p .sip ens:ens:. e efi ms. eäonomis dan salin$

men gumiar-gör-.

Pa 4

Subjek kerjasama adalah pihak lain sebagai-ana - •<

dalam pasal2 ayat (1) adalah

a. lnstitusi perididikan kemhatan/non Chefer yang

b.p sakit kabupaten/kota h ilr swasta maupun

pemerintah

c. puskwmas pada kabupaten/kota dan

d. Badan » berbadari hukum dan atau bukao bertmd

hukum

Dipindai dengan CamScanner



I I Wa keIj&eama dengan pihak løin eel

dalam Paeal3 ayat (ìJ, antara lain:

'æKeBasœnaoperas;

b,Kßïja Sama Sumber Daya Manueía dan/ atau Manaj-+

c. Sewa mgnyew.a; døn

d. Usaha lain yøng menunjang tugas dan fungsì BLUD

Kerjaeama operasi sebagaimana dünaksud pada

RSUD:
ayat (1) hqIM

a,merupakan pendayagunaan Aset BLUD aan/ atauaset Dйlik

pihøk lain dalam røngka tugas dan fuhg3i BLUD, melalui kerja

sama antara BLUD dengan pihak lainy ß 8 d

naskah perjanjian.

(3j Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yanø

selanjutnya disebut KSM adalah pendayaøuriaan Aset BLUD

dan/atau aset milik pihak Iain dengan mengikutsertak.an

sumber daya mariusia dan/ atau kemampuan manajenal dari

BLUD dan/ atau pihak lain, dalam rangka mengernbangkan

kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nüai tambah,

dan manfaat ekonomi dari Aset BLUD

(ą) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurtif .C,

merupakaзз penyerahan hak penggunaan/pemakaian bar&mg

BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan

berupa uang sewa bulanari atau tahunan untuk jangka waktu

tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

(Ș| Usaha lainyang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan

keijasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan

bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan

umumyarig menjadi kewajiban BLUD RSUD.

(6J Kerjasama BLUD RSUD yang membebani Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan/atau membebani masyarakat dapat

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI

TATA CARA

KERJASAMA

Pamü6

(1) Direktur selaku Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat

вieœprakarsai atau menawarkari rencana keȘasama kepada

pihak Ithin mengenai pbjek tertentu.

ț2 KeȘasama dengan ,pihak lain yang mengakibatkan

penambahan belanja modal rüiñah eakit, direktur terlebih

dahulu mengajukan kepadq Bupati țeriæit dengan rencana

k‹njaøama yøng økan diadøkan dan/atau dilakukan untuk

memperoleh jieraetujuan Bupati. ’ '

, -:"

,, , "“' „'’': *
‘.. .„ .„

Di pindai dengan Ca mscanner



(*ı

(1)

Kerjaeamq ytjdqs akan diadakan ataudilakukan Oleh mm

T kit denggn pihak laln tidak mengakibatkan İdam=

Pe lamb han belanjq modal rumah eakit, ml terh d+P
kerjasama tersebut dapat dilakukan dan ditandatanganf talih

Direktur dan dilaporkan kepada Bupati

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

J£tt (2), Direktur dibantu Tim Koordinasi ke;jaeama Rumah

S£lkit menyusun naskah kerjasama dengan pJhak lain yani

dituangkan dalam bentuk nota kesepakatjjj2 dan atau

perjanjian dan ditandatangani oleh Direktor, kecuali

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangari rang

berlaku.

(5) Tim Koordinasi kerjasama Rumah

dimaksud ayat (4) terdiri atas Pengarah,

anggota dan ditetapkan

Salüt.

sakit sebagaimano

Ketua,Sekretaris dan

dengan Keputusan Direktur Rumah

BAB VII

TIM KOORDINASI

DAN TIM SELEKSI

MITRA KERJASAMA

Pasal7

Direktur selaku Pemımpin BLUD membentuk Tim KOOrdinaSi

Kerja Sama Rumah Sakit dan Tim Kerjasama Operasional

untuk menyiapkan Kerja Sama Rilmah Sakit.

Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit sebagaimana

pada ayat( 1), mempunyai tugas:

dünaksud

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi

rumah sakit yang akan dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;

c. membantu pimpinan BLUD dalam menilai potensi rumah

sakit yang akan dikerjasamakan.

Tim Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1),

mempunyai tugas:

a. membantu pimpinan BLUD menyusun perencanaan

kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan yang akan

dike asamakan;

b. melakukan persiapan pemilihan mitra kerjasama

operasional;

c. melaksanakan proses pemilihan calon mitra kerjaeama

operasional;

d. memberikan rekomendasi calon mitra kepada pimpinan

BLUD;

e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan

pe anjian kerjasama.

Dioindai dengan CamScanner



(H TimKoordinaBi

tugasnya dapat

(3)

(2) Tim

Kfl2jaaama Rumah Sakit dalam a:red

meminta pendapat dan saran dari Satuan £*

Daerah terkait dan/atau para pakar.

KOOFdiRasi Ke;jaeama RumW sant dapat
Pengarah, Ketua,Sekretaris dan anggota.

terdiri atas

km KerjaeatTla Operasional be umlah gav (san38J '*°"

berangg takan paling sedikit3 (tiga) orangyang memahami fa

Cara pengadaan, substansi kerjasama dan bi g lain yang

diperlukan.

BAB VIII

TAHAPAN KERJASAMA

Pasal9

(1) Tahapan kerjasama, meliputi:

a. persiapan;

b. pemilihan mitra kerjasama

c. penyiapan perjanjian kerjasama

d.penandatanganan perjanjian kerjasama

e. pelaksanaan

f. penatausahaan; dan

g. pelaporan;

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a,dilaksanakan langkah-langkäh sebagai berikut:

a. Pembentukan tim koordinasi kerjasama rumah sakit dan tim

kerjasama operasional;

b. menyusun rencana kerjasama terkait objek ke asama;

c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai

objek ke asama;

d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan

e. menentukan prioritas objek ke asama.

(3) Pemilihan mitra kerjasama dapat dilakukan dengan carl

penunjukan langsung, seleksi dan perizinan.

(4) Pemilihan mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan

langsung terhadap calon mitra yang mengajukan permohonan
kerjasama operasional tanah daft bangunan dalam bentuk
mitra mendayagunakan tanah dan /atau gedung

milik BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas

selamajangka waktu tertentu yang disepakati

(5) Pernilihan mitra ke asama dilakukan dengan

calon mitra pada:

a. Mitra mendirikan bana»

fasilitasnya di atas tant

pembangunannya diserahkan

kemudian digunakan oleh

dalam rangka pelaksanaan

Jaa ska waktu tertentu
b. Mitra mendirikan

bert

T l8 dan F‘urigaj

dan bangunan

BLUD sesuai

pe anjian.

dFlTl bangunan

danfungsi BLUD

$alam pe anji .

seleksi terhadap

dan/atau sarana J>e«a«t
BLUD, dan

Mitra atau

gedung dan
kllt fa9ilitasnya di atas

kemudian digunakan

BLUD, dan Mig

kepada

Tugas dan

yang disepakati

setelah seleeai

Mitrabersama BLUD

dMam
bangunan
tana „,;j;y

oleh Mitra dalam ra„

BLUD, untuk

Fungsi BLUD cell

peanjian;

BLUD, un y
gka pelak

menyerahkan

*°I'sda
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c. KeŞaea g

P°*•yanan
dieepakati

6raeional
untuk eelanjutnya
BLUD-RSUD

d. Pendayagunaaı

2angka

berupa peralatan dan meeiü

sesuai ]angka waktu tertentu yani

aset BLUD dan/atau aset mitra dalam

zoenghasi1kztzt
menggull /meflyertakan
kemam

(6) Pemilih

layanan dengan

sumber daya manueia dan

Pll manjerial yang dimiliki mitra.

notre dilakukan melalui mekanisme perizinan
terhadap calOn mitra yang mengajukan permohonan ke asama

dal£i3lı bentuk pendayagunaan aset BLUD dalam rangka

meIlghaSilkan layanan, dengan menggunakan /menyertakan

Sumber daya manusia dan atau kemampuan manajerial yang

dimiliki BLUD.

(7) T It t Cara pemilihan mitra keŞasama di tetapkan oleh

pemitjlpin BLUD

(8) Tah£tp pej2qİlihan mitra keŞasama dengan cara se1ekSİ

Seb£8 an£ dimaksud pada ayat (5), memuat tentang:

a.Pengumuman;

b.Pengambilan dokumen seleksi;

c. Pemberian penjelasan (Ann jNnp)

d. Tinjauan Lapangan

e. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran/proposal

teknis

f. Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian proposal teknis

g. Klarifikasi, negosiasi dan verifıkasi dengan cara presentasi

dan wawancara

h.Pembuktian kualifikasi

i. Penyusunan berita acara hasil pemilihan

j. Penetapan pemenang

k. Pengumuman pemenang

1. Penunjukan mitra kerjasama operasional

(9) Tahap penyiapan perjanjiansebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilaksarlakan dengan menyiapkan naskah

perjanjian yang sekurang kurangnya memuat:

a. subjek kerjasama;

b. objek keŞasama;

c. ruang lingkup kerjasama;

d. hak dan kewajiban;

e. jangka waktu kerjasama;

f. memakoaf force majure,

g. penyelesaian perse1isihan;dan

h. pengakhirankerjasama.

(10) Tahap penandatanganan sebagai ana
huruf d,dilakukan oleh para pihak dan
maeing pihak,

dimaksud pada

parasaksi dari

Dioindai dengan CamScanner
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(3)

(5)

Hasil Ke a

perbaikan

PasaJ 10

S8Dig merupakan pendapatan BLUD RSUDdQf2 atat

tatakelola RSUD.
Pendapatan BLUD RSUD sebagaimanadimaaud pada ayat (1)

däpat dipergunakan secara langsung untuk memfioy

pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran( )-

BAB X

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

KERJASAMA

Pasalii

(1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan ke asama.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian meliputi:

a. aspek pelayanan

b. aspek keuangan

c. aspek pelaksanaan kontrak.

Aspek pelayanan menilai pencapaian target layanan dan

kualitas dayanan mitra ker)asama.

(4) Aspek keuangan melakukan review dan analisa keuangan

Aspek pelaksanaan kontrat melakukan monitoring kontrat,

peninjauan aspek hukum dalam melaksanakan kerjasama dan

adendum bila diperlukan

(6) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara rutin dan

berkala dan dilaporkan kepada pimpinan BLUD.

BAB XI

EVALUASI

Pasal 12

(1) Pejabat pengelola melakukan evaluasi pelaksanaan pe anjian

secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati

melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah xabupaten
Sumbawa Barat.

(2) Tata cara evaluasi selanjutnya akan diatur melaluiPeraturan
Direktur.

‘ *’ ”.“ ."' ''
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BABXH

KETENTUAN

PERALIHAN

Pamül3

(*) *'*Ü 1 i Ke;jaeama yang telah diI *** eebelu

Peraturan Bupati ini tetap berlakusampai dengan bo 7

maea kerja eama.

(2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan keqaeama

akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DirektU*-

BAB XIII

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ]3eTlgundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupateri Sumbawa Ba.rat

Diundangk&R diTalÏWHng

pada tanggal 2021

NOMOR 39

Dipindai dengan CamScanner


